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Abstract

Education and politics are inextricably linkedolitics is inseparable from
education, unless the country plans to generdterate politicians’ who could not be
expected to lead the republic out of the currenses You cannat escape politics or
separate it from education. Politics is the wayrtanage the broad environment, and not
merely a struggle for power. Therefore it is thetydwf schools to help students
differentiate between good politics and bad pditic

In general, the political significance of education contemporary societies
increases with the degree of change a society dergoing. The massive changes which
developing countries have already experienced aodd, whether induced of not, which
are in process, render all the more conspicuous ré@procal relationship between
politics and education in these areas.

Surely it is high time to stop being frightenedayword. Politics includes the
making of governmental decisions, and the effostrafggle to gain or keep the power to
make those decisions. Public schools are part eegonent. They are political entities.
They are a fit subject for study by political scists.

Kata kunci: hegemoni negara, politik pendidikaralbgi pendidikan.

Pendahuluan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikdPertama, politik pendidikan
adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk memndapzan pendidikanKedua,
politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimanjuan pendidikan dapat dicapai.
Ketiga, politik pendidikan berbicara mengenai metode untoiencapai tujuan
pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijgkamerintah, partisipasi msyarakat,
dan sebagainya.Keempat, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana
pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusiandsth yang berkualitas,
penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yenkgriakter (Supriyoko dalam Al
Mahmudi Amnur, 2007: 5).

Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endquditik negara, penjabaran
dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistazndepsi rakyat mengenai bentuk negara
dalam sistem pendidikan (Kartini Kartono, 1977:.28)



Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistendigidan terjadi mutually
reinforcing. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelashakemajuan pendidikan
demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depsor¢@ F. Kneller, 1977: 128).

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjalapandidikan kebangsaan.
Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, makaskp pendidikan yang akan
dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunasegoyang tepat, kuat, dan kokoh.
Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidjlea@y mencerahkan. Dapat
menghasilkan  produk-produk  pendidikan yang berkamli dan  dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual,pmasosial. Bagi pemerintah, selaku
pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikakan membuat kebijakan pendidikan

lebih beradab dan mencerahkan.

Hubungan Palitik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen pentiggrd sistem sosial politik di
setiap negara, baik negara maju maupun negaranbeske). Keduanya sering dilihat
sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu amadak memiliki hubungan apa-
apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam prosebemkan karakteristik
masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, kedaaatu sama lain saling menunjang
dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan prosesidiesual berperan penting dalam
membentuk perilaku politik masyarakat di negarssdeut. Begitu juga sebaliknya,
lembaga-lembaga dan proses pendidikan di suatua@gambawa dampak besar pada
karakteristik pendidikan di negara tersebut. Addumgan erat dan dinamis antara
pendidikan dan politik disetiap negara. Hubungaseteut adalah realitas empiris yang
telah terjadi sejak awal perkembangan peradabamusiamlan menjadi perhatian para
ilmuwan (M. Sirozi, 2001: 3).

Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendmdittan politik dimulai oleh
Plato dalam bukuny&epublic Menurut Plato, “Para filsuf memiliki otoritas teggi,
para warga berpendidikan menengah bertindak seliagaatan militer dan polisi, dan
mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negara matiestgtus terendah di antara
semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secaratcgemgan reproduksi sistem. Kelas

yang lebih rendah dididik untuk patuh dan diyakmkiEngan mitos-mitos politik bahwa



status mereka itu terbentuk oleh sebab-sebab dlanid Sirozi, 2001: 1)Walaupun
utamanya membahas berbagai persoalan kenegaralam, ténsebut juga membahas
hubungan antara ideologi dan institusi negara aerigjuan dan metode pendidikan.
Berikut ini adalah kesan mendalam Allan Bloom (All&8loom 1987: 380). Plato
mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalaiayhd Helenik, sekolah adalah
salah satu aspek kehidupan yang terkait dengaralgarlembaga politik. la menjelaskan
bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atadidiksn di tangan kelompok-
kelompok elite yang secara terus menerus menguadaiasaan politik, ekonomi,
agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adaiymban dinamis antara aktivitas
kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seasikan dua sisi dari satu koin, tidak
mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan atngkalisis Plato tersebut telah
meletakkan fondasi bagi kajian hubungan politik gemdidikan di kalangan ilmuwan
generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (Allan Bld@87: 380) mengatakan
“education and politics are inextricably linkedpendidikan dan politik terkait tanpa bisa
dilepaskan). Hubungan timbal balik antara pen@idikan politik dapat terjadi melalui
tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok, fahspengangguran, dan peranan
politik kaum cendekia. Kesempatan dan prestasi igéaoh pada suatu kelompok
masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhs dkedempok tersebut dalam
bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan ikgm antar berbagai kelompok
masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan peadidikapat dilihat pada distribusi
kekuasaan politik, ekonomi dan kesempatan kerjask$nya pada sektor pelayanan
publik. Di negara-negara pascakolonial, kelompolsyasakat yang mendapgativelese
pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekmatlalu muncul menjadi
kelompok penguasa yang menguasai partai-partatikpdian sektor pelayanan publik.
Privelese atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karenasah-alasan budaya atau
agama (M Sirozi, 2001: 4).

Besarnya peran sistem persekolahan dalam merwanuk&lonialisme terlihat
jelas dalam pengalaman bangsa Indonesia. Padaisgatlkebijakan politik pemerintah
kolonial, politik etis, misalnya, telah memperlugsses pendidikan bagi kaum pribumi,

khususnya para aktivis nasionalis. Pada sisi lz@kal pendidikan yang diperoleh telah



memperluas wawasan sosial politik mereka dan padé gang sama memperkuat
sentimen kebangsaan mereka. Wawasan dan sentirbendsaan itulah yang kemudian
memacu aktivitas politik mereka dan menumbuhkan asgat perlawanan mereka
terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu tentu saja & bahwa bekal pendidikan
yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas tokaksh pribumi. Namun, kenyataan
berkata lain, tokoh-tokoh tersebut justru berkengbaenjadi figur utama dalam gerakan
nasionalis yang menggugat kolonialisme. Inilah y#&gadi pada sosok Bung Karno,
Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh nasionalianiga. Terlepas dari berbagai
implikasi sosial politik yang menyertainya, pengasm pendidikan dan kiprah politik
tokoh-tokoh nasionalis tersebut mempertegas erdtojpngan antara pendidikan dan
politik.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujuedddam berbagai bentuk yang
berbeda-beda, sesuai karakteristik seting sosiktikpdi mana hubungan itu terjadi.
Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satyana&sit ke masyarakat lain. Dalam
suatu masyarakat hubungan tersebut bisa saja darggadan riil, dan dalam masyarakat
lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidaita. Pada hubungan antara
pendidikan dan politik di negara-negara berkembzerbeda-beda dari suatu masyarakat
ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang Ipbritif, yang berdasarkan pada
basis kesukuan misalnya, adalah lazim bagi oraagdari satu suku memainkan dua
peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pekduereka membuat keputusan-
keputusan penting dan memastikan bahwa keputusandiimplementasikan dan
diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi numdiak memasuki kehidupan
dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknikubgrldan mencari ikan, metode
berperang dan sebagainya. Mereka juga menanan&aa generasi muda mereka
kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempeksa mereka untuk berperan secara
politik (M Sirozi, 2001: 5).

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorien&siologi, dan mengadopsi
nilai-nilai dan lembaga Barat, pola hubungan anpamadidikan dan politik berubah dari
tradisional ke pola modern. Di banyak negara bellaarg, dimana pengaruh modernisasi

sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan polinfkumnya sama dengan pola



hubungan politik dan pendidikan di negara-negaratB#da satu perbedaan bahwa di
negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidianal memainkan peran yang
sangat penting dan nyata dalam mencapai perubatiéik, glan dalam proses rekrutmen
dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. [@bagian negara maju, pendidikan
berada dalam arus utama kehidupan politik nasidaal menjadi isu penting dalam
wacana politik. Di negara-negara lain, persoaldnj&kan pendidikan kurang mendapat
perhatian atau bukan merupakan topik yang handamdaacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umunya, pendidikafaladkomoditi politik
yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembagéalp@m memiliki aspek dan wajah
politik yang banyak, serta memiliki beberapa furggsiting yang berdampak pada sistem
politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Bxa masyarakat modern pendidikan
merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah. Pé&adigublik bersifat politis karena
dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kriddsl pemerintah. Karena besarnya
nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikamka berbagai faktor politis yang
tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut meggpehi bagaimana kontrol
terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijgéendidikan dibuat. Sebagai
wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan geniipaksa menyesuaikan diri
dengan pola-pola administrasi umum dan norma-nogaag berlaku. Akibatnya
pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pem&h. Seperti pemerintah membiayai
dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti p&atg kesehatan, atau pelayanan
sosial.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikanpodétik serta aspek-aspek
publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bglapendidikan pada umumnya
merefleksikan pandangannya tentang masyarakatkdgakinan politiknya. Masing-
masing pemerintah menempatkan prioritas pendidyeany berbeda-beda, dan menyukai
kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangasamddan kepentingan-kepentingan
mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuatj&iedin-kebijakan pendidikan atas
dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Keputusgnitusan tentang pendidikan
sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan ydimgdapi oleh pemerintah. Sekolah-
sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidilkegieri merupakan sektor publik

yang paling terpengaruh oleh penerapan sistemlpdhi tidak berarti bahwa lembaga-



lembaga pendidikan nonpemerintah tidak terpengareh keputusan-keputusan dan
kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolablakeknonpemerintah sangat
tergantung pada subsidi negara, maka untuk meridapatbsidi pemerintah, sekolah-
sekolah nonpemerintah tersebut sering kali dihamsloleh pemegang otoritas
pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan gaetapkan oleh pemerintah,
seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolaleyombak kurikulum, kriteria
pengangkatan guru, prosedur pengelolaan danaafaakreditasi, tidak memasukkan
bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajtertentu, menggunakan seragam
sekolah, melaksanakan upacara tertentu dan selgagain

Sekolah-sekolah nonpemerintah yang sangat temggrpada izin dan subsidi
pemerintah tidak punya banyak pilihan selain meamgilsemua persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan beigiak sedikit dari sekolah-sekolah
tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpdésadari visi, misi, dan tujuan awal
pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negagara berkembang, sangat sedikit
sekolah nonpemerintah yang dapat meloloskan dirijelat politik pendidikan penguasa
(M Sirozi, 2001: 7).

Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatankuasaan, dan otoritas dalam
masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusanatfaentang alokasi sumber daya
dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974: 9), maka $&da bahwa pendidikan tidak lain
adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga péd@didibaik pemerintah maupun
nonpemerintah, dalam batas-batas tertentu tidaleptess dari bisnis pembuatan
keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan ydagpt diberlakukan. Lembaga-
lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam prakékuatan, kekuasaan, dan otoritas.
Dengan kata lain, politik adalah bagian dari pakdtehidupan lembaga-lembaga
pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dgramndebagai sistem-sistem politik
mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sisistiem politik. Tentu saja aktivitas
politik di sebuah sekolah dasar yang kecil dalamybk hal kurang penting dibandingkan
dengan aktivitas politik di Departemen Pendidikhiamun, pada hakikatnya aktivitas
politik di dua lembaga pendidikan tersebut sama gajisnya. Sebuah keputusan yang
dibuat dalam rapat guru sekolah mengimplementasik@nah program pengajaran baru

sama politisnya dengan sebuah keputusan yang dddeht Departemen Pendidikan



dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bantoark sekolah-sekolah tertentu.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politikatddua hal yang berhubungan erat
dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagpek pendidikan senantiasa
mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebgkk setiap aktivitas politik ada

kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pekafiddan politik sudah mulai
berkembang dalam wacana publik. Walaupun belumjiadebidang kajian akademik.
Publikasi yang menggunakan tema pendidikan datikpbelum tampak ke permukaan.
Kalaupun ada fokus bahasannya belum begitu menyeagpek-aspek substantif
hubungan politik dan pendidikan. Namun, masih gusa aspek-aspek ideologis politik
pendidikan. Namun demikian keyakinan akan adanyauihgan yang erat antara
pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh

“Politics is inseparable from education, unles® tbountry plans to generate
illiterate politicians’ who could not be expectenl lead the republic out of the current
crises”. Politik tidak terpisahkan dari pendidikan kecyda negeri ini ingin memiliki
generasi yang buta politik, yang tidak bisa dihkaspuntuk mengeluarkan negeri ini dari
krisis (Muchtar Buchori, dalanThe Jakarta Posedisi 16 Maret 2001). Lebih lanjut
Buchori menyatakarfyou cannat escape politics or separate it from eaion” (Anda
tidak dapat lari dari politik atau memisahkannyd gandidikan).

Buchori menambahkan bahwgolitics is the way to manage the broad
environment, and not merely a struggle for powérer&fore it is the duty of schools to
help students differentiate between good politied bad politics”. (politik adalah cara
untuk mengelola lingkungan yang luas, bukan hamyahutan kekuasaan. Maka, adalah
tugas sekolah untuk membantu para siswa untuk dapatbedakan antara politik baik
dan politik tidak baik). Berbicara dalam konteksldnesia, Buchori percaya bahwa
pendidikan yang tidak bermutu adalah salah satubeurkrisis di negeri ini. Dia
menjelaskan lebih jauh bahwa krisis yang saas@tiang melanda bangsa Indonesia,
bersumber dari akumulasi keputusan-keputusan pghing tidak tepat yang terjadi pada
masa lalu. Dia menambahkan “Pada masa lalu kitapuaeyai generasi pemimpin politik
yang membawa bangsa ini pada kemerdekaan. Akami,tatdnirnya kita melihat suatu

generasi yang membuat keputusan-keputusan paditig ynenyesatkan”.



Ketika ditanya apakah politik harus memasuki walaypendidikan atau
sebaliknya, Buchori mengatakan bahwa para mahagdiawes belajar tentang tanggung
jawab warga negar@ivic responsibility) Dia menegaskan “Inilah yang saya maksud
dengan ketidakterpisahan antara politik dan pekaid Para mahasiswa lanjutnya, tidak
boleh acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yatendsing di luar lingkungan
perguruan tinggi. Buchori menambahkan, “pemisahatara politik dan pendidikan
diberlakukan pada masa 30 tahun kekuasaan Soepantp otoriter”. Pada masa
tersebut, tandasnya, politik digambarkan sebagsuate yang kotor dan gambaran
tersebut masih berkembang sampai saat ini. la nmgmkan “kita tidak akan pernah
bisa lari dari politik”. Politik adalah realitas k€upan. Mari berpolitik secara bijak.
Persoalannya adalah bagaimana menangani parasipetitng buta politik. Sejalan
dengan Buchori, Direktur Eksekutif Asia FoundatidRemage, yang menjadi salah
seorang pembicara dalam seminar tersebut mengatakamasukkan politik ke dalam
ruang kelas adalah hal biasa”. la menambahkan batistem pendidikan yang
memandang politik sebagai sesuatu yang kotor meimbaayak orang tidak mau
menjadi politisi. Jika ini terus berlanjut, katarRage, Indonesia akan dipimpin oleh para
pengamat politik (M Sirozi, 2001: 8).

Dari beberapa pemikiran yang berkembang dalamrsenersebut dapat ditarik
beberapa pemahamdPertama adanya kesadaran tentang hubungan antara pendidi
dan politik Kedua,adanya kesadaran akan peran penting pendidikamdaknentukan
corak dan arah kehidupan politkketiga adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman
tentang hubungan antara pendidikan dan poltdempat diperlukan pemahaman yang
lebih luas tentang politikKelima pentingnya pendidikan kewarganegara@ivic
education). Ungakapan-ungkapan Muchtar Buchori khususnya genfarkan suatu
keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikanpolitik. la juga yakin bahwa
hubungan tersebut tidak mungkin terputus begita dagrena membawa pengaruh
substantif terhadap keduanya. dalam proses peadidBuchori tampaknya sangat yakin
bahwa, pendidikan dan politik perlu diintegrasikantuk dapat melahirkan para
pemimpin politik yang berkaualitas.

Walaupun hanya merepresentasikan opini sege$iatjana di negeri ini, wacana

hubungan antara politik dan pendidikan dan pokdkegopikiran yang berkembang



dalam seminar tersebut mengindikasikan adanya Kecengan positif dalam melihat
hubungan antara politik dan pendidikan pada umundgm@ politik pendidikan pada
khususnya. Namun demikian harus diakui bahwa hisggaini kajian politik pendidikan
masih merupakan barang langka di negeri ini. Kapafitik pendidikan masih jarang
terdengar di pusat-pusat studi kependidikan di nege

Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kesadakan keterkaitan antara
pendidikan dan politik tidak ada sama sekali. Bapar seminar dan konggres
kependidikan nasional maupun internasional di lagizer kota besar negeri ini
memperlihatkan perhatian yang besar dari para f@edan pembicara terhadap hubungan
antara pendidikan dan politik. Diskusi tentang begd isu fundamental tentang
pendidikan sering kali mengungkapkan aspek-aspek l@ambatan-hambatan yang
bersifat politik dalam perkembangan sistem pendiditi negeri ini. Misalnya, kecilnya
alokasi dana untuk pendidikan dan rendahnya mutdigikan di negeri ini sering kali
diyakini sebagai implikasi dari rendahnya komitnpertitik pemerintah.

Pada saatnya nanti kajian politik pendidikan dipkan terus diminati dan
berkembang di pusat-pusat studi kependidikan djeneini sehingga wacana
kependidikan di tanah air tidak hanya terbatas peeisu metode dan materi
pembelajaran, tetapi juga menyentuh konteks sasliispdari isu-isu tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, memasuki abad ke-21péamberlakuan otonomi
daerah, lingkungan politik pendidikan di Indonesiah mengalami beberapa perubahan
penting. Perubahan tersebut ditandai oleh palidgktitiga kecenderungan utama.
Pertama, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusatddarah dalam kebijakan
pendidikan. Proses kebijakan pendidikan yang sebela didominasi oleh pemerintah
pusat, saat ini sudah mulai didistribusikan keraladedug semakin terfragmentasinya
pendidikan, baik secara politik maupun dalam bernpokgram. Ketiga munculnya
kembali kepentingan-kepentingan nonkependidikarytaena dari dunia bisnis, dalam
wilayah pendidikan. Berbeda dengan tahun 1970-dikekeolitik pendidikan adalah
wilayah kepentingan seperti departemen pendidikapala sekolah, administrator dan
guru, mulai tahun 1980-an dunia pendidikan didosiirideh tokoh-tokoh bisnis dan
pegawai publik yang terpilih (M Sirozi, 2001: 8).



Ideologi Pendidikan
1) Pengertian I deologi

Ideologi adalah suatu sistem gagasan yang mendusepegyangkat norma sosial.
Adat istiadat yang menjadi tatanan yang membentukna kehidupan sosial merupakan
salah satu unsur Ideologi. Secara umum ideologupadan pandangan hidup, falsafah.
Ideologi terdiri dari beberapa elemen, antara lgaéigasan, kepercayaan, sistem nilai,
karakter ideal, kode etik, dan sebagainya. MenBeutson ideologi adalah suatu sistem
kepercayaan dan gagasan yang di dalamnya mengangosyp tafsiran terhadap
kolektivitas dan kenyataan yang dihadapi. Hubungatara ideologi, gagasan, dan
kepercayaan terlihat dengan adanya aksi salingapengdi antara fenomena tersebut.
Menurut Levebuure (dalam Weaning, 1984) ideologimitiki beberapa ciri seperti
berikut:

1. Ideologi tidak mencerminkan realitas secara utuhptehanya menggambarkan
realitas yang parsial yang terfragmentasi.

2. Berdasarkan prakonsepsi tertentu yang dimiliki okeflompok atau kelas yang
berkuasa.

3. Realitas yang terdistorsi dan dicitrakan oleh idgol dikembangkan dan
didefinisikan kembali melalui proses sejarah yanggaj dipengaruhi oleh
pembentukan dan modifikasi ideologi. Dengan demiktardapat hubungan timbal
balik antara ideologi dan proses sejarah.

4. ldeologi dapat mempengaruhi kehidupan nyata indivitengan mengatur dan
memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas &eseh manusia. Dengan
demikian ideologi menggunakan kehidupan dan babkabkari-hari sebagai sarana
untuk mempengaruhi pengalaman nyata manusia. Ilgieolerupakan bagian dari
kehidupan sehari-hari, oleh karena itu pengaruhtiidak dirasakan sebagai suatu
paksaan. Dengan cara ini ideologi menyediakan steat hidup dan cara pandang
untuk menghadapi dunia nyata, tetapi cara pandangcdra hidup itu sebenarnya
tidak sesuai dengan kenyataan.

5. ldeologi memberi dukungan dan legitimasi terhaddyasi dan aktivitas tertentu
yang memberi dukungan kepada kelompok yang dominan.

Ideologi adalah manifestasi bekerjanya sistem darsgs kekuasaan. Ideologi
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melalui suatu proses sejarah yang panjang yang rhé@e suatu kondisi agar
kelompok atau individu yang dikuasai seolah-olamenena hubungan dominansi yang
ada. Ketika kekuasaan itu sedemikian merasuk daoiddi diterima sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sealkan terjadi konsensus antara
kelompok atau pihak yang tersubordinasi dan perguésndisi ini disebut oleh Gramsci
sebagai timbulnya ideologi yang hegemonis. Gran$6i’l) mengemukakan bahwa
ideologi yang hegemonis merupakan titik klimaks #@amampuan serangkaian ide atau
pendapat dari kelompok yang berkuasa untuk mempemgkeseluruhan elemen yang
ada dalam masyarakat. Ideologi yang hegemonis bigrsemenciptakan massa yang
spontan terhadap ide atau nilai kelompok yang damirideologi yang hegemonis
menembus kehidupan sehari-hari dan kesadaran raaraetiingga menjadi bagian dari
common senseKarena pengaruh ideologi yang hegemonis terseiariusia menjadi
tidak kritis.
2) Ideologi Pendidikan

Adalah suatu fakta bahwa dalam praktek penyeleaggapendidikan dalam
suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh filosofginnorma ataupun suatu prinsip-prinsip
yang dipilih oleh masyarakat atau pihak-pihak y&egkuasa di suatu negara. Negara
yang merupakan institusi hasil kontrak sosial miamitugas memberi pelayanan
terhadap warga negara, bekerja atas dasar filogibdi, ataupun prinsip-prinsip yang
terpilih tersebut. Hal ini terjadi sebab proses geaktek pendidikan merupakan bagian
dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginasyaekat dalam mewujudkan sesuatu
yang dicita-citakandpcial ideal3.

Untuk mewujudkan social ideals tersebut maka pihak penyelenggara pendidikan
pada prinsipnya mempunyai dua peran pentlPgrtama proses pendidikan sebagai
lembaga yang mentransmisikan nilai-nilai, sistermisgdp maupun struktur sosial yang
ada.Kedug tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalapeb@n untuk membangun
atau merubah tatanan yang ada ke arah yang letkhlebhih sejahtera dan lebih adil.
Kedua peran inilah yang selalu menjadi permasalatianlunia pendidikan, sebab
keduanya relatif sering bertentangan. Pada satuesibaga pendidikan dianggap alat
dan tempat yang sangat strategis untuk mempertahaidai-nilai, budaya atau

kebijakan-kebijakan yang telah terpola, di sisnlé&mbaga ini pun mempunyai misi
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untuk perubahan, kebebasan, dan keadilan. Adampagean ini sebenarnya merupakan
refleksi dan kehendak cita-cita sosial yang berloiedtasuatu masyarakat.

Pada dasarnya perbedaan itu disebabkan oleh parbétkologi yang digunakan
oleh masing-masing masyarakat (O’Neil, 2001). Idgolsebagai sistem nilai atau
keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebanaeh kelompok tertentu. Dalam hal
ini ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakik-karakteristik umum
tentang alam dan masyarakat, serta keterkaitan laakiat dunia dengan hakikat moral,
politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya yaegifat evaluatif. Oleh karenanya, ia
tidak sekedar memberi informasi tentang dunia @bemarnya, tetapi juga merupakan
petunjuk yang bersifat imperatif bagaimana sebsg@amanusia/masyarakat bertindak,
termasuk lembaga pendidikannya.

Prinsip dan petunjuk nilai yang bersifat imperaiékaligus evaluatif tersebut
akhirnya mempengaruhi bagaimana tatanan atau strgkisial masyarakat dibangun.
Dengan kata lain, ideologi sosial suatu masyarakanpengaruhi formasi sosial atau
lembaga yang hendak diwujudkan oleh masyarakatlets Sebagai contoh bila suatu
masyarakat (negara) menganut ideologis komunis naMem berupaya membentuk
formasi sosial masyarakatnya menjadi bersifat kasyoula dan praktek-praktek
penyelenggaraan negara mengarah pada corak yangemmemkan ideologi komunis
tersebut, tak terkecuali praktek-praktek yang disggarakan di dunia pendidikan.
Demikian pula bila suatu negara menganut ideoldgerdl maka akan berusaha
menjadikan setiap tatanan sosial masyarakatnya judkan bentuk liberalis.

Menelusuri ideologi pendidikan, ternyata cukup beasi bentuknya yang dipakai
dalam praktek pendidikan dibeberapa negara. Naimiandikelompokkan dapat dibagi
menjadi ideologi konservatif dan ideologi liber@'eil, 2001).

3) Ideologi Konservatif

Paham ideologi ini memandang, bahwa ketidaksestaramasyarakat merupakan
suatu hukum alami, suatu hal yang mustahil bisand#dri serta sudah merupakan
ketentuan sejarah. Perubahan sosial bagi pengahatpini bukanlah suatu yang harus
diperjuangkan, karena perubahan hanya akan menmbaatisia lebih sengsara saja.
Dalam bentuknya yang paling klasik, kaum konsefarkeyakinan bahwa masyarakat

pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahanpatmg tidak mempengaruhi
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perubahan sosial. Perubahan terjadi secara alamingengalami tahapan evolusi.
Masyarakat di mata kaum konservatif tidak mengapgaayat memiliki kekuatan atau
kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.

Dalam paham ideologi konservatif peranan lembagualidikan bukanlah sebagai
perubahan tatanan sosial, tetapi lebih pada petaiggn sistem sosial, nilai dan budaya
yang telah ada. Dalam kondisi ini peraturan-pesstuyang ada di lembaga tersebut
dibuat sangat ketat dan tersentralisir serta dikbnpelaksanaannya dengan sangat
efektif, sehingga penyimpangan-penyimpangan yangadie dalam penyelenggaraan
pendidikan cepat dapat diidentifikasi. Dalam kondrg, penyelenggara pendidikan
cenderung menjadi alat pelaksana dari kebijakarjgtem yang disusun sesuai dengan
ideologi yang ditetapkan. Peluang untuk berkreamn anemodifikasi hal-hal yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan teknmaeses belajar mengajar di dalam
kelas seakan tertutup. Nilai kepatuhan sangat itisgdang nilai-nilai yang mendorong
berpikir kritis dan kreatif sangat rendah.

4) Ideologi Liberal

Penganut ideologi ini berangkat dari keyakinanwaaldalam masyarakat terjadi
banyak masalah termasuk urusan pendidikan, namwalamadalam pendidikan tidak
berkaitan langsung dengan persoalan politik damako masyarakat. Sehingga tugas
pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan kedijgdolitik dan ekonomi. Namun
demikian, proses pendidikan tidak bisa lepas saelalis dengan kondisi-kondisi
eksternal tersebut. Tetap ikut menyesuaikan dingde kemajuan dan perubahan yang
ada, seperti dalam hal sarana prasarana yprtg date ruang kelas yang ketercukupan
serta penataannya sesuai dengan yang berkembampgstaaan yang terus menerus
melengkapi buku-bukunya dengan koleksi terbarupraiorium yang modern dan
disesuaikan dengan kebutuhan siswa; peralatan kempang lengkap dan mengikuti
trend perkembangan; multi media yang mampu mempermudamalpaman dan
mendorong minat siswa untuk maju. Begitu juga denigarikulum yang digunakan,
selalu terus disempurnakan dan diperbaharui sedelagan tuntutan perkembangan
masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya manajenengetolaan pendidikan yang
berorientasi pada prestasi dan pembaharuan teriaksahakan. Kaum liberal

menghendaki bahwa pendidikan harus lepas dari d@nipolitik, sebab pendidikan
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dimaksud sebagai media mensosialisasikan dan noelgsi nilai-nilai dan keyakinan
agar masyarakat luas dapat berfungsi sebagai sist&m dengan baik. Dalam hal ini
lembaga pendidikan harus diberi otonomi untuk tapengembangkan potensi-potensi

mereka dan berhak menentukan diri sendiri.

Ideologi yang dipakai suatu negara akan mempehga&taologi yang dipakai
oleh lembaga pendidikan, yang kemudian berkembappda paradigma pendidikan
yang dianutnya. Pada dasarnya pendidikan berparagas strategis bagi pembangunan
suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh JohBo€k (dalam Zamroni, 2001)
bahwa peran pendidikan antara lain: (1) Memasyé#akadeologi dan nilai-nilai sosio-
kultural bangsa; (2) Mempersiapkan tenaga kerjaukuntnemerangi kemiskinan,
kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; ddon{8k merasakan kesempatan dan
pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsk pmndidikan dan dua peran

lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembangwmasional muncul dua
paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil ké&hija dalam pengembangan
kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional gamadigma sosialisasi. Paradigma
fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan ken@skdikarenakan masyarakat tidak
mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuamampuan, dan sikap
modern. Menurut pengalaman negara-negara di Barahaga pendidikan formal sistem
persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkagetahuan, melatih
kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap rmoplra individu yang
diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukthunpikkan adanya kaitan yang
erat antara pendidikan formal seseorang dan pamasisiya dalam pembangunan.
Perkembangan lebih lanjut muncul, tebiaman Investmentyang menyatakan bahwa
investasi dalam diri manusia lebih menguntungkaamitiki economic rate of return

yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasamiabidang fisik.
pendidikan dalam pembangunan adalah (1) Mengembangiampetensi individu; (2)

Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukatuknmeningkatkan produktivitas; dan

(3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga na&ksyalan semakin banyaknya
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warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan rgkatkan kehidupan masyarakat
secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkadigma sosialisasi ini, pendidikan
harus diperluas secara besar-besaran dan menyekatah suatu bangsa menginginkan
kemajuan.

Paradigma fungsional dan paradigma sosialisaai telelahirkan pengaruh besar
dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua Hakrtama telah melahirkan
paradigma pendidikan yang bersifat analitis mekadeisgan mendasarkan pada doktrin
reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melieaididikan sebagai barang yang
dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dergyam Igin. Mekanis melihat bahwa
pecahan-pecahan atau bagian-bagian yang tersemilikn&eterkaitan linier fungsional,
satu bagian menentukan bagian yang lain secarauaggAkibatnya, pendidikan telah
direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-sempkiegil yang satu dengan yang lain
menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikuldaredit SKS, pokok bahasan,
program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah, ddrankatihan. Suatu sistem
penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikargaterserpihan-serpihan tersebut,
seperti nilai, indeks prestasi, ranking, rata-raka, ijazah.

Paradigma pendidikaninput-outpuf telah menjadikan lembaga pendidikan
(sekolah) bagaikan proses produksi (Zamroni, 200iLyid diperlakukan bagaikaraw-
input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitagperlakukan sebagai
instrumental inputJikaraw-inputdaninstrumental inpubaik, maka akan menghasilkan
proses yang baik dan akhirnya baik pula produk ygihgsilkan. Kelemahan paradigma
pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia mkkah diperlakukan sebagai sistem
yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa lsrgfarsial, bagian mana yang
dianggap tidak baik. Asumsi tersebut dapat dikatajeuh dari realitas kebenaran.
Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yangndasarkan pada paradigma
pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesdemgan realitas. Paradigma
pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihatdgikan sebagai bagian dari proses
kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua paradigma pengambilan kebijakan pemerintah mé@ad pendidikan

sebagaiengine of growth penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak

pembangunan maka pendidikan harus mampu menghagiantion dan innovation
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yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar rkabdan melaksanakan
fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalaratu lembaga pendidikan sistem
persekolah, yang bersifat terpisah dan beradaadi @inia yang lain, khususnya dunia
ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutamnp#sentu perkembangan dunia
yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkeg#ra ekonomi menentukan
perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikamdl inilah berbagai ide dan
gagasan akan dikaji, berbagai teori akan diuji,bbgai teknik dan metode akan
dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai kemiampuan akan dilatih. Sesuai
dengan peran pendidikan sebagagine of growthdan penentu bagi perkembangan
masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yanggadipat adalalingle track dan
diorganisir secara terpusat, sehingga mudah diarmahktuk kepentingan yang sesuai

dengan ideologi dan kebijakan penguasa negara.

Hegemoni dalam Pendidikan

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (dalam Nezar Aadi, 1999) dikemukakan
selama negara dengan kekuatan represif, negaranggesgunya juga menjalankan
kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu nggangkan kekuasaannya. Salah
satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembagalianggap sangat strategis
karena memiliki fungsi utama dalam mentransfornasikegenap pengetahuan kognitif
(cognitive knowledge nilai-nilai (valueg, dan keterampilanskill), kepada pada peserta
didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inlasesungguhnya dapat dimasuki dan
diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (pexsgu negara) yang selanjutnya
lembaga pendidikan/persekolahan dipaksa untuk tierseenanamkan muatan ideologi
dan kepentingan negara.

Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpligid suatu penguasa
negara yang mendominasi. Supremasi kelompok ini upslkan diri dalam dua cara
sebagai “dominasi” dan sebagai kepemimpinan inteéékdan moral. Di satu pihak,
sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-keldnguosisi untuk menundukkan
mereka, bahkan dengan menggunakan alat-alat kekuditéain pihak, kelompok sosial
memimpin kelompok kerabat dan sekutu mereka (Gradadam Nezar dan Andi, 1999).

Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominatik&k dia mempraktekkan
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kekuasaan, bahkan ketika dia memegang kekuasahmit@nunjukkan suatu totalitas
yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpidaection) dan dominasi
(dominancg Pertama dominasi dijalankan atas seluruh lawan (oposissuh), dan
kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-seKetlug kepemimpinan adalah
suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negat@) dalam pengertian sempit
kekuasaan pemerintahaan. D&etiga sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua
aspek supremasi, yaitu kepemimpinan/pengarahadatamasi, terus berlanjut.
"Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) mengakui kahgalam masyarakat
memang selalu ada yang memerintah dan yang digkriBertolak dari kondisi ini,
beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengéektif, maka jalan yang
dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat #@nsamaan dengan itu pemimpin
harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yapeyimtah. Secara ringkas
Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaima@@anya menciptakan

hegemoni”.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yangadidaplalui mekanisme
konsensus ketimpangan melalui penindasan terhaglap kosial lainnya. Ada berbagai
cara yang dipakai misalnya melalui institusi yamlg @i masyarakat yang menentukan
secara langsung atau tidak langsung struktur-strikignitif dari masyarakat. Karena itu
hegemoni pada hakekatnya adalah upaya menggiriaggomenilai dan memandang
problematika sosial dalam kerangka yang ditentui@rida Hanum, 2004). Dalam
konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yang mierppda pengertian tentang
situasi sosial politik, dalam terminologinya “momeh mana filsafat dan praktek sosial
masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Donmmeaspakan konsep dan realitas
yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah aren manifestasi perseorangan,
pengaruh dari “roh” ini membentuk moralitas, adatigi, prinsip-prinsip politik, dan
hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selbérhubungan dengan
penyusunan kekuatan negara sebagai kelas dikWtthiams, 1960).

Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis &aiu lebih kelompok atau
kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi damnya (Bellamy, 1990). Sebagai
contoh kapitalisme masih bertahan karena buruh nmeaekeadaan umum tersebut,

dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatditik tak perlu untuk
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mempertahankan kekuasaan. Sebab para anggota ypmgpid (kelompok yang
terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa tanpalkaiiga

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yakgasdi, sesungguhnya
dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Granetiidara tentang konsensus, ia
selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifatologjls yang mencakup berbagai
penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-asgigkan yang lain. Tataran
hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusnilaga) ataupun praktek liberal sebab
hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totaliriandalam arti ketat. Femia (via
Hendarto, 1993) menangkap tiga kategori penyesuaing berbeda yang dikemukakan
Gramsci, yaitu karena rasa takut, karena terbidan, karena persetujuan. Tipe yang
terakhir inilah yang kemudian disebutnya sebagajdreni. Adapun ketiga kategori itu
meliputi: (1) Orang menyesuaikan diri mungkin karetakut akan konsekuensi-
konsekuensi bila tidak menyesesuaikannya. Di sionfdrmitas ditempuh melalui
penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan; @)gOmenyesuaikan diri mungkin
karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan-cara tertentu. Konformitas dalam hal
ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleledam hal bentuk aktivitas yang tetap,
sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertdah jarang dimungkinkan untuk
menolak; (3) Konformitas yang muncul dari tingkatkd mempunyai tingkat-tingkat
kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentum dalasyarakat (Farida Hanum,
2004) Farida Hanum. 20044egemoni PendidikanJurnal Fondasia. Fakultas Ilmu
Pendidikan. UNY. Yogyakarta.

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhemenoleh negara, hampir
seluruh perangkat yang berkaitan dengan prosesanbgeus dikontrol negara. A Waidl
(2000) dalam tulisannya mengungkapkan ada bebdsaptuk kontrol negara yang
paling jelas dapat dilihat.

Pertama sebagai konsekuensi, ketetapan sentralisasi unk materi, dan
referensi proses pendidikan dirumuskan oleh neddaayarakat tidak berhak usul untuk
pemberdayaan pendidikan, karena yang paling tabutdkan masyarakat adalah negara.
Tidak penting apakah isi kurikulum mengingkari widualitas, karena yang
dipentingkan adalah komunalisme bernegara. Untukgol®hkan kontrol atas materi,

negara menciptakan mata pelajaran yang bersifalagis yang sesuai dengan yang
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diinginkan negara, seperti pengalaman panjang dierm@&MP. Sejarah Nasional,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). @apikip tentang kehidupan politik
tidak boleh merupakan wacara alternatif di luargyditetapkan negara. Sehingga peserta
didik diajak meyakini dan meresapi materi yang $iédeologi yang diarahkan negara.
Dalam kurikulum yang sudah tersentralisir ini, nietyang digunakan dalam pendidikan
tidak boleh berpotensi menjadi embrio perlawanamadap negara. Semua harus
diarahkan pada ketundukan kepada negara secara Wé&daupun metode belajar
mengajar bervariasi namun cara berpikir sudah tgtesi dalam ideologi integralistik
negara. Karena pendidikan ditujukan bagi suksekalandak negara, dengan sendirinya
pendidikan bukan merupakan upaya pemberdayaandmngkan kepada peserta. Siswa
bukan merupakan subyek pendidikan yang dikembangkamampuannya, melainkan
sebagai obyek program negara yang bernama pendlidiiag penting adalah kepatuhan
dan loyalitas.

Kedua,guru bukanlah manusia yang bebas mengajarkantsegrgg diyakininya,
melainkan ia harus merupakan agen yang menyamp&i@ginan-keinginan negara
melalui bahan ajar yang diberikan terutama matajgein yang sarat dengan ideologi
negara. Untuk mencapai maksud tersebut, sejak aual harus “dibina” dan
“didisiplinkan” dengan peraturan-peraturan. Loysitya pada negara dituntut tanpa
reserve sehingga guru sangat takut pada atasannya yangunus nasib mereka (dalam
hal ini, Kanwil Departemen Pendidikan). Cara sepert memang efektif untuk
mensosialisasikan pandangan negara. Akibatnya, lgbia banyak menekan kebebasan
ekspresi siswa, sebab guru sendiri ditekan untukekispresi. Guru merupakan wakil
negara dan aparat negara di dalam kelas. Jika sddatikian, pendidikan bukan
merupakan wahana saling belajar antara guru dave ss®bagai civitas pengetahuan
untuk mencapai kebaikan masa depan, melainkan wapanindasan dari kelompok
dominan. Harapan pendidikan sebagai latihan kebebatn keadilan nampaknya
menjadi mustahil (Farida Hanum, 2004).

Tidak puas dengan kontrol terhadap sistem, kuwrikyldan guru, negara masih
melakukan kontrol langsung dalam proses pendidikagendiri. Negara ikut mengawasi
diskusi-diskusi dan segala bentuk kegiatan ilmiaimgy dilakukan civitas akademika

termasuk mahasiswa. Jika momen ilmiah dianggap gaemgu berlangsungnya
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kekuasaan, negara akan langsung turun tangan mb&aart Walaupun kondisi saat ini
sedikit demi sedikit telah terjadi perubahan sejeformasi dan pergantian beberapa
kepala pemerintahan, namun hegemoni negara yaig lkegt dan dalam telah tertanam
dalam dunia pendidikan masih susah untuk dilepaignia menjadi bagian dari tingkah
laku mereka yang ada di dalamnya. Seperti yangrdikakan Femia (Hendarto, 1993)
pada awalnya kebijakan-kebijakan tersebut dilaksamakarena ada penekanan dan
sanksi yang menakutkan, kemudian menjadi kebiasdam selanjutnya menjadi
kesadaran akan suatu konsensus yang harus dijaldnkah yang disebut oleh Gramsci
sebagai Hegemoni Negara.

"Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dalasgjarahnya selalu
berhubungan dengan kekuatan negara. Meskipun kgalumengalami perubahan dalam
periode sejarah, namun keduanya selalu menjalasinggungan, baik mengarah kepada
bentuk persinggungan yang bersifat sinergis ataupwerbentuk eksploitatif.
Persinggungan antar keduanya bersumber dari sutticitea ideal masyarakat dan
pendidikan yang hendak dibangun, itulah sebabngdigi&an yang dilaksanakan banyak
diwarnai oleh corak ideologi suatu negara” (Fatzaum, 2004).

Ketika penguasa menggunakan idologi untuk membekégatuhan masyarakat,
maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegenitegemoni merupakan bentuk
penguasaan kepada masyarakat melalui cara-caratigikgdisadari oleh masyarakat.
Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai morahng diciptakan negara (penguasa) dan
ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehinggsyanakat tanpa sadar mematuhi
sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial ddmddpan bersama. Menurut Gramsci
pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti $ekphkatai-partai politik, media
massa menjadi “tangan-tangan” kelompok elite yamgkumsa untuk menentukan
ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakbetgemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lamaasakan hegemoni negara
tersebut, terutama pada masa Orde Baru. Banyak ditmleukan negara mulai dari
undang-undang, kurikulum yang tersentralisasi ddéwad ahli yang dipilih negara,
membina dan mendisiplinkan guru agar loyal padaaregsampai peran negara
menginteli kegiatan dan aktivitas di lembaga peikdid walaupun reformasi telah

muncul ternyata sulit untuk merubahnya dengan cépatida Hanum, 2004) Farida
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Hanum. 2004Hegemoni PendidikanJurnal Fondasia. Fakultas lImu Pendidikan. UNY.
Yogyakarta.

Politik Pendidikan dan Kurikulum

Kurikulum diartikan oleh para pengembangnya seslemigan sudut pandang
mereka masing-masing. Misalnya, Hilda Taba mengartkurikulum sebagdia plan
for learning; therefore, what is known about tharl@ng process and development of the
individual has bearing on the shaping of curriculun®©rlosky and Smith mengartikan
kurikulum sebagalthe substance of the school program. It is theteah pupils are
axpected to learn”Caswell and Campbell mendefinisikan kurikulumaggh“all of the
experiences children have under the guidance otheys” (Taba Hilda, 1962).
Sementara itu, menurut PP 19 tahun 2005 kurikulerupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan petaggda cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran unéricapai tujuan pendidikan
tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005)

Berdasarkan pengertian-pengertian kurikulum di atapat dikatakan bahwa
kurikulum dapat berarti rencana pembelajaran, @mogsekolah, dan pengalaman belajar.
Pengertian kurikulum sangat tergantung dari kepgati para penggunanya. Depdiknas
menggunakan terminologi kurikulum, sebagai semkain rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran ser@ yamg digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mendap@an pendidikan tertentu.
Pengertian tersebut muncul, karena pihak Depdiknasiposisikan kurikulum sebagai
pedoman pembelajaran dan berlaku di sekolah.

Pengertian kurikulum yang dianut ahli dan pengemgb&nrikulum sangat
berpengaruh terhadap aspek-aspek kurikulum yangndikngkan. Jika kita sepakat
dengan pernyataan tersebut, ada kemungkinan snostitusi pendidikan yang sama
mengembangkan aspek-aspek kurikulum yang berbedadaeda pengertian kurikulum
yang digunakan. Demikian pula, kita mungkin akamemeukan variasi-variasi model
pengembangan kurikulum yang berlaku pada suatladekang disebabkan oleh adanya
perbedaan cara pandang para pengembangnya tekaadsgp kurikulum.
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Pada hakekatnya pendidikharintikan interaksi edukatif antara pendidik denga
peserta didik. Interaksi edukatif tersebut bertmjumtuk mewujudkan aspek-aspek
kurikulum yang berlaku menuju pada tercapainya amjupendidikan yang telah
dirumuskan. Interaksi edukatif tersebut juga sadgangaruhi oleh lingkungan, di mana
kegiatan pendidikan terjadi. Kurikulum dapat dikatia sebagai jantungnya kegiatan
pendidikan. Artinya, aktivitas edukasi antara pdikdidengan peserta didik sangat
dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada dalam Wunk Tanpa ada kurikulum,
kiranya kegiatan pendidikan mustahil terjadi (N&yaodih S., 1988)

Kurikulum yang berlaku di suatu sekolah tentu sajagat dipengaruhi oleh teori-
teori pendidikan yang dipakai. Teori pendidikan yatipakai tentu tak lepas dari aliran
filsafat pendidikan yang dianutny&lhe function of philoshophy can be conceived as
either (1) the base or stating point in curriculudavelopment or (2) an interdependent
function with other functions in curriculum devehognt”. Artinya, ketika seseorang
hendak mengembangkan kurikulum seharusnya tertitfiblu menetapkan aliran filsafat
pendidikan mana yang hendak dijadikan landasannyatelah itu, kemudian
mengembangkan berbagai aspek kurikulum dengan roengada butir-butir filsafat
pendidikan yang dianutnya (Ornstein dan Hunkin§4232).

Kita mengenal empat aliran filsafat, yaitu idealisrealism, pragmatism, dan
eksistensialism. Dalam konteks pendidikan, menyabatempat filsafat pendidikan yang
mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu peremalesensialism, progresivism,
dan rekonstruksionism. Setiap aliran filsafat pdikdin tersebut memiliki akar filsafat
tertentu, namun ada kalanya didukung oleh lebih datu akar filsafat. Contoh,
perenialism berakar pada filsafat realism, esessiaberakar pada idealism dan realism,
dan progresivism dan rekonstruksionism berakar pigstdat pragmatism (Ornstein dan
Hunkins, 2004: 33).

Perenialismmerupakan aliran filsafat pendidikan tertua dahingakonservatif,
memiliki akar filsafat realism. Pertanyaan yangjukan dalam konteks pengembangan
kurikulum adalah What is human natuf® Manusia diyakini memiliki kemampuan
memahami kebenaran universal. Oleh karena itu, atujupendidikan adalah
mengembangkan kemampuan pikir manusia dan memlalka kebenaran universal

melalui pelatihan intelektual.
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Materi kurikulum terorganisir sebagaimana suatuiptiis ilmu (body of
knowledge) Guru berperanan sebagai ahli bidang studi, yammgomasai keilmuan
sehingga mereka memiliki otorita di bidang ilmuniala pembelajar dilakukan dengan
metode ceramah. Siswa lebih diposisikan sebagakplenerima pengetahuan, sehingga
ia lebih pasif dalam pembelajaran.

Esensialism memiliki akar filsafat idealism dan realism. Kurikm sekolah
harus dikembangkan dengan mengacu pada hal-hal egergsial, misalnya membaca,
menulis, dan berhitung. Penganut aliran filsafagneglism menekankan penguasaan
ketrampilan, pengetahuan, dan konsep-konsep yagmsies untuk penguasaan materi
pembelajaran. Guru harus menguasai bidang studegyangga ia diharapkan memiliki
otorita di bidang ilmunya.

Progresivismmerupakan aliran filsafat yang berseberangan dealjam filsafat
perenialism. Progresivism merupakan aliran filsafgang dikembangkan oleh
sekelompok pemikir dan politisi yang berkembangwal abad 20, yang menghendaki
adanya perubahan dalam cara-cara pembelajaran igangkankan siswa aktif dalam
belajar. Cara-cara pembelajaran yang dikembangkatara lain; pemecahan masalah,
penemuan, kooperatif. Kegiatan-kegiatan belajagydifakukan dengan metode tersebut
diharapkan siswa dapat mengubah dunia ke tatarmadugan yang lebih baik.

Penganut aliran filsafat ini, misalnya Dewey daw#&a-kawan menekankan pada
"how to think” dan bukan padavhat to think”. Oleh karena itu, mereka menghendaki
pengembangan materi kurikulum yang bersifat inggptiner. Mata pelajaran lebih
dipandang sebagai instrumen kegiatan pembelajanaipada sebagai sumber belajar.
Peran guru sebagai fasilitator daripada sebagaissditinya sumber belajar.

Reconstructionisndidasarkan atas ide-ide kehidupan masyarakat &bai9,
yang berwawasan pada tata kehidupan lebih maju rdadern. Aliran filsafat ini
menghendaki isi kurikulum dikembangkan atas dasaisu sosial kemasyarakatan yang
memuat pluralisme budaya, kesamaan, dan berwawasa®epan. Siswa dipersiapkan
untuk dapat hidup di era kehidupan yang penuh kenag (hany nations Peran guru
dan siswa dalam pembelajaran bisa berubah-ubahaisdemgan fungsinya sesuai

konteksnya.
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Berdasarkan paparan di atas, aliran filsafat peketidmana yang dipakai dalam
pengembangan kurikulum di Indonesia? Kita tak bmangatakan bahwa dalam
pengembangan kurikulum yang berlaku mengikuti sakan dari aliran-aliran filsafat
pendidikan tersebut. Kita telah memiliki Pancasidagai dasar negara yang diyakini
dipakai sebagai landasan ideal dalam mengembarmgadidikan. Aliran-aliran filsafat
pendidikan di atas merupakan referensi bagi kigsikét hendak mengembangkan aspek-
aspek kurikulum dengan tetap memposisikan Pancesilagai landasan filosofi dalam
mengembangkan langkah-langkah dan aspek-spek kumku
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